
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH

DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR BENGKULU,

ba}rwauntukmelaksanakanketentuanPasalg4ayat(1)
hurufaUndang.UndangNomor28Tahun2oo9tentang
tt"U Daerah ?"r, Relribusi Daerah iurrcto Pasal 70

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun

201 1 tentang Pariak Daerah Provinsi Bengkulu'

sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Daerah
pto"it"l Bengkulu Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang
perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor2Tahun2olttentangPajakDaerahProvinsi
Benglorlu, perhr menetapkan Peraturan Grrbernur

nenlkr:lu'tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil
p":"i Kendaraai Bermotor Antara pemerintah Daerah

Oalam Provinsi Bengkulu Tahun 2Al8;

l.Undang-UndangNomorgTahun196Ttentartg
pembentukacPropinsiBengkulu(I,ernbaranNegara
Republik Indoneiia Tahun L967 Nomor 19'

Tambahanl,embaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 28281;

2.Undang-UndangNomor23Tahun2oo9tentang
pajak baerah aan Retribusi Daerah (Lembaran

tvegaraRepubliklndonesiaTahun2oogNomorl3o,
ramuarran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa9);

3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2ALL tentang

PembentukanPeraturanPerundang-Undangan
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oll
Nomor 82, T;nbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor S23a);



4.

rt

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomoi 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zOtS Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968

tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9

Tahun 19 67 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di
Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a\

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
t4A, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2OL1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun z0tl Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 2
Tahun 2}l1 tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2O1l Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nornor
6 Tahun 2Ot4 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pdak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4 Nomor 6);

5.

6.

7.

8.

9.

10.



MenetaPkan

-3-

1 1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun
2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2OLl
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita

Daerah pro'vinsi Bengkulu Tahun 2AL2 Nomor 3)'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Peruba.}ranAtasPeraturanGubernurBengkulu
Nomor3Tahun2o:r2tentangPetunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 2 Tahun 2ALl tentang Pqiak Daerah

Provinsi Bengkulu (Berita Daeratr Provinsi

Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNURTENTANGPENE,TAPAN
FBnsBMtESE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

KENDARAANBERMOToRANTARAPEMERINTAH
DAERAHDALAMPROVINSIBENGKULUTAHUN2oIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2.PemerintahProvinsiadalahPemerintahDaerah

Provinsi Bengkulu-
3. Pemerintah KabupatenlKota adalah

Kabupaten|KotadalamLingkupProvinsiBengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
5. Sekretaris Daerah adatah sekretaris Daerah

Provinsi Bengkulu-
6. Badan adatah Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkulu'
7. Pajak Kendaraan Berrnotor yang selanjutnya

disebutPKBadalahpajakataskepemilikan
dan I ata.u pengua$aan Kendaraan Bermotor'

g. Penerimaan Bersih adatah jumlah keseluruhan
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah

dikurangi Insentif Pemungutan'

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil
dengan Pemerintah
sebagai berikut:
a.7O '/a (Tujuh Puluh

Daerah Provinsi; dan
b. 30 % (Tiga puluh Persen)

Kabupaten/Kota.

PKB antara Pemerintah Provinsi
KabupatenlKota ditetaPkan

persen) untuk Pemerintah

untuk Pemerintah Daerah



-4-

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebanyak 3O % (tiga puluh

;;;;;t ;bagJimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
t aiUagi ".ri"r" 

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

ketentuan sebagai berikut:

". 
gO '/o 1tig" puluh persen) dibagi rata per

KabuPaten/Kota;dan
U. io % (tduh puluh persen) dibagi berdasarkan

potensi jumlah Kendaraan Bermotor

KabuPaten lKota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil PKB sebagaimana

dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran

Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

BAB III
PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1) Bagi Hasil Pajak untuk fea-refntah Kabupaten/Kota
' ' sedagaimana dirrraksud dalam Pasal 4' dibayar

"*ti"[ 3 (tiga] bulan sesuai dengan realisasi
p.rr"-ri*rrt, irirg disetorkan dan/atau masuk ke

kas pemerintatr baerah Provinsi Bengkulu setelah

dikurangi insentif pemungutan pajak'

{2} Apabila hasil penerimaan PKB pada Tatrun

Anggaran berjalan melampaui target yartg

aitffapUn dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerai Tahun Anggaran yang bersangkutan' maka

bagian Kabupatettltcot" akan diperhitungkan pada

Tahun Anggaran berikutnYa'

{3} Pembayaran Dana BaSt Hasil PKB untuk
' ' K"brpatenlKota dilaksanakan oleh Badan

PengelolaanKeuanganDaerahProvinsiBengkulu
Berlasarkan Realisasi Penerimaan Bagr Hasil PKB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila

t"r:iai selisih *t " perhitungan bagi hasil penerimaan

PKB yang telah diperhitungkan pada triwulan
sebelumnyi maka diperhitungkan pada triwulan
berikutnya.
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Pasal T
peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan' .^hd *encrcfahr tahkanAgar setiap orang mengetahuinya, memenn
pJngunaangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Bengkulu.

DitetaPkan di Bengkulu
Pada tanggal 9 Maret 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Maret 2OLB

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITADAERAHPROVINSIBENGKULUTAHUN2oISNoMoRT

TK,I
L992A2 1 003

p*1.-" -'
'"1 r: .
*\*
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